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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN

Menimbang

Mengingat

1.

KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tarif retribusi
pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Situbondo
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak
sesuai sehingga perlu ditinjau ulang;

bahwa peninjauan kembali tarif retribusi dapat
dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dengan
pertimbangan besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi
untuk mengendalikan permintaan layanan serta
untuk penambahan beberapa obyek retribusi baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, dan sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR
23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian  Kekayaan  Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23), diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
adalah  pemakaian kekayaan daerah yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, meliputi :

a. pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
1. pemakaian tanah;
2. pemakaian gedung bangunan;
3. pemakaian rumah dinas;
4. pemakaian kendaraan.
pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan;
c. pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/
villa;
d. pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan
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daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 1 adalah penggunaan tanah yang tidak
mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut :

(1) Bupati

Pasal 21

dapat memberikan keringanan,

pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal

tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.

(2) Pemberian

pengurangan dan keringanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau
pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap
pengundangan

orang mengetahuinya,

memerintahkan

Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Oktober 2015

Pj. BUPATI SITUBONDO,
ttd

ZAINAL MUHTADIEN

esuai dengan Aslinya,
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